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Abstrak 
Tulisan ini menggambarkan perbedaan dalam cara pandang kebijakan sosial dan ekonomi 
memandang kemiskinan dan penyebab yang mendasarnya , dengan perbedaan tersebut maka cara 
mendefinisikannya, mengukurnya dan melembagakan mekanisme untuk menguranginya juga  
akan berbeda serta memberikan hasil yang berbeda. Tulisan juga menyoroti banyak dimensi 
kemiskinan yang diabaikan oleh kebijakan ekonomi dan mempertimbangkan kendala yang 
menghambat efektivitas strategi pengurangan kemiskinan saat ini. 
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A. PENDAHULUAN 
Pemerintah, lembaga donor dan LSM mendefinisikan kembali kebijakan 
pengurangan kemiskinan mereka di kota-kota Dunia Ketiga pada 1990-an, mereka 
mengakui kebutuhan untuk secara bersamaan mengintegrasikan sejumlah ekonomi, 
sosial dan lingkungan cerns con- kompleks - sering dalam penjajaran atau persaingan 
satu sama lain. Organisasi semacam itu mengakui keterbatasan paradigma saat ini untuk 
menyediakan kerangka kerja komprehensif untuk intervensi yang mencakup berbagai 
tujuan kebijakan. Dalam mencari model kebijakan baru, atau lebih tepat, untuk 
pembangunan berkelanjutan yang ramah lingkungan, kebijakan sosial perkotaan dapat 
memberikan kontribusi penting untuk memastikan pengurangan kemiskinan yang 
efektif. 
Tujuan dari makalah ini adalah untuk menguji kebijakan sosial perkotaan dan 
pengurangan kemiskinan dalam hal sejumlah masalah substantif dan terkait operasional 
yang memiliki relevansi khusus dalam perubahan iklim politik dan ekonomi saat ini. Ini 
memberikan definisi ing pekerjaan- kebijakan sosial dan mengidentifikasi beberapa 
perbedaan yang paling signifikan dalam tujuan kesejahteraan kebijakan ekonomi, 
kebijakan sektor sosial dan kebijakan sosial. Ini menyoroti metodologi untuk 
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pengukuran kemiskinan yang menopang kebijakan sosial dan menimbulkan sejumlah 
pertanyaan kompleks yang diajukan kebijakan sosial untuk struktur kelembagaan dan 
untuk prosedur operasional dalam praktik perencanaan kota. Hal ini penting untuk 
menekankan bahwa ini adalah singkat dan awal kerja dokumen-ment untuk merangsang 
perdebatan lebih lanjut di antara pembangunan daripada analisis konklusif akan 
pekerjaan saat ini sedang dilakukan oleh Urban mengembangkan  Divisi Bank Dunia .  
 
B. TINJAUAN REFERENSI 
Kendala Dalam Strategi Penurunan Kemiskinan di Kota-Kota Ini 
Pada Masa Lalu donor lima tahunan , pemerintah Dunia Ketiga dan LSM sekali 
lagi mengalihkan perhatian mereka pada peran kota Dunia Ketiga dalam proses 
pembangunan dan identifikasi kebijakan yang lebih tepat untuk pengurangan 
kemiskinan perkotaan dalam konteks pembangunan berkelanjutan yang berwawasan 
lingkungan. Dokumen terbaru yang menyoroti kebijakan perkotaan termasuk Kebijakan 
Perkotaan Bank Dunia dan Pembangunan Ekonomi, Agenda untuk 1990-an (1991), 
Program Pembangunan Perserikatan Bangsa-Bangsa Cit-ies , People and Poverty (1991), 
dan Pusat Strategi Global Global Shelter's Settlement to the Year 2000 (1988). Dokumen-
dokumen kebijakan yang berfokus pada kemiskinan mencakup Kementerian Luar 
Negeri Belanda, A World of Difference, the Swedish-ish International Development's 
Kemiskinan, Lingkungan dan Pembangunan (1991) serta dokumentasi dari UNDP / 
UNCHS / Program Manajemen Perkotaan Bank Dunia dan Proyek Penelitian Global 
Ford Foundation “Menuju Agenda Penelitian Ulang untuk tahun 1990-an.” (2) Akhirnya, 
dokumen kebijakan khusus yang berfokus pada lingkungan mencakup Laporan 
Pembangunan Dunia Bank Dunia, Tantangan Pembangunan (1991). 
Menggambarkan perubahan signifikan dalam pendekatan pembangunan 
perkotaan dan pengurangan kemiskinan perkotaan. Meskipun demikian , definisi 
“perkotaan” sebagai fokus keahlian dan intervensi, oleh sebagian besar perencana dan 
donor pemerintah, tetap menjadi perhatian spasial dengan masalah “infrastruktur fisik” 
masalah perumahan, sanitasi, air, penggunaan lahan, dan transportasi . Rumah tangga 
adalah unit penargetan utama. Secara tradisional , ini juga mencerminkan keprihatinan 
institusional dan manajemen dengan pemerintah daerah, dan prosedur operasional 
berdasarkan perencanaan prosedural komprehensif yang rasional di tingkat program 
dan proyek. Secara umum, itu belum termasuk masalah “ ekonomi ” dan “infrastruktur 
sosial” seperti pekerjaan, kesehatan, pendidikan dan layanan masyarakat. Ini belum 
mengintegrasikan struktur kelembagaan lain seperti LSM, atau termasuk prosedur 
perencanaan partisipatif. 
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Bank Dunia, misalnya, saat ini memiliki tiga predomi-nant tetapi strategi 
operasional terpisah untuk kemiskinan perkotaan leviation al atau pengurangan. Ini 
termasuk dalam strategi tiga tingkat yang diusulkan oleh World Development Report 
1990.  
1. Sektor infrastruktur berkembang pesat, proyek-proyeknya di sektor-sektor 
tersebut secara tradisional didefinisikan sebagai "perkotaan" oleh perencana dan 
donor pemerintah. Ini adalah masalah “infrastruktur fisik” dari perumahan, 
sanitasi, air, penggunaan lahan dan transportasi . 
2. Demikian pula sektor sosial memperluas fokusnya pada layanan sosial perkotaan, 
"infrastruktur sosial" yang berkaitan dengan kesehatan primer, pendidikan, dan 
gizi. 
3. Baru-baru ini, jaring pengaman dan langkah-langkah kompensasi telah 
diperkenalkan sebagai solusi untuk melindungi orang miskin dari kemunduran 
sementara di negara-negara yang mengalami reformasi ekonomi makro dan 
langkah-langkah penyesuaian. Ini telah ditargetkan pada kelompok masyarakat 
miskin yang terkena dampak masalah seperti penurunan upah riil, kenaikan 
harga makanan pokok, dan pengurangan belanja sektor sosial dalam pendidikan 
dan perawatan kesehatan. The ur komponen -ban termasuk makanan dan bantuan 
nutrisi, em-ployment dan peningkatan pendapatan, dan intervensi infrastruktur 
sosial dan ekonomi. 
 
Kerangka kerja institusional untuk ketiga intervensi terutama kembali dengan 
pemerintah. Dalam kasus infrastruktur itu adalah pemerintah daerah yang 
diprioritaskan dalam hal kapasitas build ing dan investasi; dalam hal layanan sosial 
fokusnya adalah di tingkat pemerintah pusat dan daerah; jaring pengaman dan tindakan 
kompensasi telah menggunakan lembaga pemerintah, serta lembaga sektor swasta dan 
LSM. Meskipun alokasi sumber daya meningkat untuk pembangunan perkotaan, tidak 
ada jaminan bahwa intervensi sektoral individual akan memiliki dampak signifikan pada 
pengurangan kemiskinan perkotaan. Ada sejumlah kendala penting baik dari perspektif 
pemasok maupun penerima manfaat.  
Jika intervensi bersifat spesifik sektor, intervensi itu hanya bersifat parsial dan, 
karenanya, tidak perlu menggunakan sumber daya yang paling efisien. Kurangnya 
metodologi perencanaan lintas sektoral cenderung menghasilkan “pohon Natal” ap-
proach dengan intervensi sewenang-wenang di sektor-sektor yang tidak berhubungan 
yang berbeda. Kekhawatiran institusional dan manajemen dengan pemberian layanan 
oleh pemerintah dapat mengakibatkan kegagalan untuk memeriksa dasar masyarakat 
dan relevansi sosial dari intervensi. 
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Dari perspektif penerima manfaat, strategi tingkat individu dan rumah tangga 
memiliki trade-off khusus secara kontekstual dan budaya di berbagai sektor, yang 
berkaitan dengan faktor-faktor seperti tahapan dalam siklus hidup individu dan rumah 
tangga, hubungan antara kebutuhan anggota rumah tangga yang berbeda (pria dan 
wanita, anak laki-laki dan perempuan), dan antara pekerjaan produktif dan reproduksi. 
Dalam pendekatan yang didorong oleh pasokan, ini belum tentu terlihat. Namun, dalam 
permintaan yang didorong, yang mengasumsikan gagasan seperti "kesediaan untuk 
membayar", hubungan kebijakan antar-sektor sangat penting. Ba Alasan -sic jelas; 
sementara lembaga perencanaan merencanakan di tingkat sektoral, rumah tangga dan 
individu merencanakan lintas sektoral . 
Menuju Paradigma Baru Kebijakan Sosial Perkotaan 
Untuk lembaga yang melakukan prosedur sektoral yang ada, pengembangan 
pendekatan lintas-sektoral sangat relevan. Di Bank Dunia, sejumlah inisiatif baru-baru 
ini menciptakan peluang potensial untuk mengintegrasikan kemiskinan lintas sektoral . 
Misalnya, Strategi Bantuan Bank Dunia untuk Mengurangi Pov-erty memperkenalkan 
metodologi dualis, didasarkan pada dua bagian strat-egy yang baik ekonomi dan sosial 
di alam.  
Dalam konteks ini, Urban Policy Paper mengakui bahwa “ing air dan perumahan” 
orang miskin belum memecahkan masalah kemiskinan perkotaan. (6) Untuk 
mengentaskan kemiskinan perkotaan membutuhkan pengelolaan aspek ekonomi serta 
sosial kemiskinan. Tujuan dari program dan proyek perkotaan adalah untuk memasuki 
kota, bukan hanya melalui “rumah dan kamar mandi” tetapi melalui rela antar - 
tionships antara kemiskinan, produktivitas dan lingkungan. Pendekatan ini mengakui 
antar-hubungan holistik antara perkotaan devel-ngunan eko nomically, lingkungan dan 
sosial yang berkelanjutan. Ini termasuk intervensi dalam layanan dasar dalam 
pendidikan , kesehatan, nutrisi dan keluarga berencana serta meningkatkan akses ke 
infrastruktur dan perumahan. Dibutuhkan integrasi struktur kelembagaan selain dari 
pemerintah daerah, serta pengembangan prosedur perencanaan yang lebih partisipatif. 
Apa Kebijakan Sosial? 
Jika pengurangan kemiskinan perkotaan adalah tujuan yang disepakati, dapatkah 
ini dicapai dengan intervensi ekonomi yang sensitif secara sosial ? Apakah kebijakan 
sosial perkotaan dan perencanaan menyediakan kerangka kerja -native alter? Dekade 
terakhir telah melihat kedua isasi proyek-bantuan, ditargetkan dengan cara yang sangat 
sektoral, serta peningkatan pinjaman program untuk lembaga keuangan yang 
bersangkutan dengan “manajemen” dari kota. Apakah ini cara yang paling efisien dan 
efektif untuk menangani pengurangan kemiskinan? Apakah kerangka kerja institusional 
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yang lebih luas, dan kerangka perspektif sosial, diperlukan? Untuk menjawab 
pertanyaan ini perlu untuk memperjelas apa yang dimaksud dengan kebijakan sosial, 
dan cara itu addres-ses masalah tersebut. 
Sebuah Perbedaan antara Definisi Sektoral dan Holistik 
Secara historis, definisi kebijakan sosial bervariasi, depend- ing pada apakah 
didefinisikan sektoral atau holistik. Pendekatan sektoral didasarkan pada premis bahwa 
aspek - aspek tertentu dari aktivitas manusia dapat diisolasi untuk perawatan yang 
terpisah, membedakan bidang-bidang seperti pendidikan, kesehatan, perumahan atau 
layanan sosial pribadi untuk aplikasi profesional individu. Kebijakan dan perencanaan 
sosial kemudian disamakan dengan kebijakan sektor sosial, dengan perencanaan yang 
berfokus pada sektor-sektor yang didefinisikan sebagai “ sosial ”. Dengan tujuannya 
promosi kesejahteraan manusia, atau hu pengembangan sumber daya -Man, ini secara 
tradisional berarti penyediaan welfaris layanan individu, keluarga dan kesejahteraan 
masyarakat mulai dari kesehatan pendidikan untuk jaminan sosial. 
Pendekatan holistik atau "terpadu" terhadap kebijakan sosial membahas masalah-
masalah yang lebih luas di mana masalah-masalah sektoral berakar. Pendekatan ini 
awalnya muncul di PBB pada akhir tahun 1960 dan 1970-an sebagai reaksi terhadap 
penekanan berlebihan sempit baik pada tujuan ekonomi dalam kebijakan ekonomi, dan 
pada serv sosial -ices dalam kebijakan sosial, dan mengabaikan konsekuensi dari tujuan 
pembangunan sosial yang lebih luas dalam diri mereka sendiri. ( 7) Perhatian utamanya 
adalah pencapaian tujuan sosial yang sesuai dengan cita-cita masyarakat yang adil, 
setara dan makmur. Ini termasuk distribusi kekayaan yang adil, peningkatan partisipasi 
dan integrasi nasional, serta peningkatan yang stabil dalam tingkat kehidupan dan 
kesejahteraan.  
Selama lima dekade terakhir, perubahan penting telah terjadi dalam model 
kebijakan sosial yang mencerminkan perubahan umum dalam pendekatan ekonomi 
tingkat makro terhadap pembangunan Dunia Ketiga. Ini dapat dikategorikan sepanjang 
kontinum dengan sisa kesejahteraan (distribusi pasar murni) dan model struktural ( 
distribusi berdasarkan kebutuhan murni ) pada titik akhir, dengan tambahan dan 
kebutuhan dasar mewakili campuran yang berbeda antara keduanya. Model kebijakan 
sosial berbeda dalam hal peran negara, struktur kelembagaan, ruang lingkup ketentuan 
perundang-undangan, sektor intervensi dan sejauh mana kebijakan didorong oleh 
penawaran atau permintaan . 
Penting untuk mengetahui bahwa pemerintah dan donor sama-sama tidak 
memilih model kebijakan sosial secara sewenang-wenang atau dalam ruang hampa - 
mereka terikat dengan karakteristik lembaga yang mempromosikannya. Fakta bahwa 
negara-negara dengan tingkat yang sama GNP dapat memiliki kebijakan sosial yang 
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berbeda menunjukkan pentingnya bahwa po-litical dan nilai-nilai sosial bermain dalam 
pilihan pemerintah membuat. Misalnya, di Eropa Timur, penghapusan model struktural 
kebijakan sosial yang terstandar menghasilkan kebijakan sosial yang sangat berbeda di 
berbagai negara. 
Dalam beberapa tahun terakhir di negara-negara yang mengalami reformasi 
ekonomi dan langkah-langkah penyesuaian, beberapa intervensi sosial yang paling 
penting oleh donor multilateral dan bilateral adalah jaring pengaman dan langkah-
langkah kompensasi seperti darurat sosial dan dana investasi sosial. Awalnya, ini 
diperkenalkan sebagai welfarist skala kecil, jangka pendek, langsung ures itu dapat 
mengukur. (10) Hari ini, bagaimanapun, tujuan dana investasi sosial didefinisikan secara 
lebih luas. Mereka dipandang sebagai mekanisme non-konvensional, komplementer, 
didorong oleh permintaan untuk memenuhi kebutuhan lokal akan infrastruktur sosial 
dan layanan dasar, dan diperluas untuk mencakup berbagai program seperti dana di 
negara - negara yang mengalami penyesuaian dan reformasi ekonomi di Amerika Latin, 
Asia dan Afrika. Meskipun ini belum dirancang dalam kerangka kebijakan sosial yang 
komprehensif , dalam banyak konteks sering diasumsikan bahwa mereka dapat 
mengatasi masalah kemiskinan struktural dan transisi. Dengan demikian, mereka 
memberikan titik masuk yang penting untuk perumusan kebijakan sosial. 
 
C. PEMBAHASAN 
Kebijakan dan Kesejahteraan Sosial 
Pentingnya kebijakan sosial, didefinisikan secara holistik, terletak pada fokus 
khususnya pada intervensi sosial daripada ekonomi sebagai penentu pembangunan 
yang saling melengkapi. Ini menempatkan kurang penekanan pada faktor-faktor 
ekonomi dan infrastruktur - seperti investasi dalam produksi industri maju dan 
pertanian- teknologi - dan lebih pada struktur sosial masyarakat dan konteks politik di 
mana keputusan dibuat, sebagai penentu pembangunan. 
Dengan cara yang sama bahwa kebijakan ekonomi mempromosikan tujuan-
tujuan pembangunan ekonomi - pembangunan ekonomi - kebijakan sosial 
mempromosikan tujuan-tujuan pembangunan sosial - perkembangan suatu masyarakat 
yang adil dalam hal tidak hanya pendapatan tetapi juga jenis kelamin, etnik dan ras. 
Untuk mencapai kebijakan sosial yang objektif ini memprioritaskan pengentasan 
kemiskinan, peningkatan lapangan kerja dan kohesi sosial. 
Kebijakan sosial dan ekonomi memberikan perspektif yang berbeda tetapi saling 
melengkapi tentang bagaimana lembaga, termasuk pasar, berfungsi. Sementara 
kebijakan ekonomi yang bersangkutan dengan efisien allo -cation sumber daya ekonomi 
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untuk meningkatkan produktivitas, kebijakan sosial berkaitan dengan cara di mana 
kedua mendatang struc- masyarakat, dan lembaga-lembaga (formal dan informal), 
menentukan partisipasi yang berbeda kelompok sosial dalam proses pembangunan . 
Kebijakan ekonomi umumnya menganggap individu, termasuk orang miskin, 
sebagai “pembuat atomistik keputusan dalam produk dan tenaga kerja kets Mar-, bukan 
sebagai anggota kelompok sosial.” (11) Dalam berfokus pada “com- petitive” individu 
atau rumah tangga di luar nyata sosial tertentu - ity, tidak peduli dengan sifat masyarakat 
dan bergantung pada definisi utilitarian kesejahteraan sosial. Ukuran dasar wel -fare 
adalah pendapatan dan konsumsi, dilengkapi dengan langkah-langkah dari akses 
terhadap kebutuhan dasar seperti kesehatan, pendidikan dan tempat tinggal. " Pov-erty 
dipandang sebagai kurangnya komando atas barang dan jasa tertentu, tidak dalam arti 
yang lebih luas sebagai perampasan hak asasi manusia dasar."  
Kebijakan sosial, dalam mengintegrasikan dimensi wel -fare non-utilitarian dan 
perilaku kolektif kelompok sosial-ekonomi, menunjukkan bahwa hubungan sosial dan 
masyarakat tidak dapat dengan mudah diperhitungkan dalam suatu persamaan. Ini juga 
mengasumsikan bahwa konsep kesejahteraan, atau kesejahteraan, adalah normatif di 
mana pembuat kebijakan, sebagai aktor sosial, membuat penilaian dan merencanakan 
pengeluaran berdasarkan bagaimana mereka memandang dunia. Seperti yang 
dinyatakan dalam laporan Perkembangan Dunia 1990 "... kriteria untuk membedakan 
orang miskin dari yang tidak miskin cenderung mencerminkan prioritas nasional 
tertentu dan konsep normatif tentang kesejahteraan dan hak ."  
Masyarakat yang berbeda, dan kelompok dan lembaga yang berbeda dalam 
masyarakat, tidak serta-merta berbagi model universal untuk mencapai kesejahteraan 
manusia, dengan resep untuk perubahan yang spesifik baik secara histori dan budaya. 
Kebijakan sosial, oleh karena itu, mengakui konflik yang parah kepentingan antara 
kelompok-kelompok sosial utama, organisasi politik dan gerakan populer, semua erat 
yang berkeberatan dengan distribusi biaya dan manfaat yang mungkin timbul dari 
intervensi yang direncanakan. 
Sama seperti analisis kebijakan ekonomi menilai bagaimana kebijakan pemerintah 
mempengaruhi perekonomian, demikian pula analisis kebijakan sosial berfokus pada 
cara tindakan pemerintah mempengaruhi kesejahteraan atau kesejahteraan warganya. Ia 
mengakui bahwa pemerintah berbeda-beda dalam hal sejauh mana mereka mampu 
mengidentifikasi, atau tertarik untuk memahami, dampak intervensi mereka terhadap 
kesejahteraan rakyat. Lebih sering mereka mendasarkan resep mereka pada "akal sehat" 
atau kepentingan kelas atau kelompok tertentu dalam masyarakat yang mereka wakili. 
Ini dapat memiliki implikasi penting bagi donor dalam hal cara mereka membuat 
pilihan tentang intervensi mereka. Misalnya, jika pemerintah terlihat tidak mewakili 
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pandangan mayoritas warganya, donor mungkin ingin memotongnya dan mentransfer 
sumber daya langsung ke masyarakat sipil. Namun, dalam beberapa konteks, statuta 
institusional yang melarang tindakan di ranah politik yang terang-terangan dapat 
menghambat intervensi alternatif semacam itu. Dalam konteks lain mungkin ada alasan 
yang sama pentingnya untuk memastikan bahwa negara tidak meniadakan atau 
menolak tanggung jawabnya untuk kebutuhan kesejahteraan semua anggota 
masyarakat. 
Tujuan kebijakan kesejahteraan sosial mencakup tidak hanya kebutuhan dasar - 
yang didefinisikan dari konsep universal kesejahteraan yang berkaitan dengan 
ketahanan fisik - tetapi juga tujuan non-ekonomi dari hak asasi manusia dalam 
pembangunan. ( 14) Kebijakan sosial mengakui bahwa masyarakat yang tidak adil 
adalah masyarakat tidak efisien, karena banyak PEO-ple dikecualikan dari mencapai 
potensi penuh manusia mereka - dengan kriteria eksklusi budaya ditentukan atas dasar 
di-datang, jenis kelamin, suku, dan ras. 
Konsekuensinya, kebijakan sosial tidak hanya memperhatikan standar absolut 
dari kehidupan masyarakat - yaitu kemiskinan absolut - dan instrumen , insentif dan 
kerangka kerja peraturan untuk menghasilkan distribusi yang lebih baik tetapi juga 
dengan standar kehidupan relatif di seluruh masyarakat - yaitu kemiskinan relatif - dan 
distribusi kekayaan yang lebih adil . Ini adalah apa yang dapat disebut variabel ekuitas. 
 
Kebijakan Sosial dan Pengukuran Kemiskinan 
Bagaimana kemiskinan didefinisikan, diukur dan dipahami? Dapatkah mengukur 
tingkat kemiskinan dan angka-angka pencairan total memberikan informasi yang 
diperlukan tentang apa artinya menjadi miskin, bagaimana orang itu sendiri secara 
subyektif memahami kemiskinan mereka, dan apa yang mereka lakukan? Kebijakan 
ekonomi, kebijakan sektor sosial, dan kebijakan sosial memiliki definisi pembangunan 
yang berbeda dan tujuan yang berbeda dalam mencapai hal ini. Akibatnya, mereka juga 
dif-fer dalam bagaimana mereka mendefinisikan kemiskinan, dalam indikator yang 
mereka gunakan untuk mengukurnya, serta dalam mekanisme untuk implementa-tion 
strategi pengurangan kemiskinan. 
Perbedaan definisi antara kemiskinan absolut dan relatif memberikan titik awal 
yang bermanfaat. Sebagai Serageldin telah ar-ticulated: “Kemiskinan telah didefinisikan 
dalam dua cara. Kemiskinan absolut adalah ketidakmampuan untuk mengamankan 
kebutuhan dasar minimum untuk kelangsungan hidup manusia menurut standar yang 
sangat rendah sehingga mereka menantang pemahaman yang memadai dari sebagian 
besar anggota masyarakat industri, suatu kondisi yang oleh Robert MacNamara secara 
tepat dilabeli sebagai di bawah konsep martabat manusia. Tion no kedua kemiskinan 
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kemiskinan relatif. Diidentifikasi secara variatif sebagai 30 atau 40 persen distribusi 
pendapatan yang lebih rendah, penduduk yang relatif miskin mungkin hampir tidak 
memenuhi kebutuhan dasar minimum tetapi memiliki sumber daya yang terbatas 
sehingga mereka tidak memiliki sarana partisipasi sosial yang memadai. Mereka secara 
efektif terpinggirkan dari masyarakat arus utama, meskipun mereka mungkin 
merupakan mayoritas penduduk . 
Indikator kesejahteraan individu yang berkaitan dengan moralitas bayi , harapan 
hidup, nutrisi dan kesehatan digunakan oleh spesialis sektor sosial untuk 
mempromosikan pengembangan sumber daya manusia. Penelitian Bank Dunia tentang 
dimensi sosial penyesuaian, misalnya, menggunakan pengukuran berdasarkan indikator 
ekonomi dan sosial kesejahteraan individu, seperti pendapatan per kapita, angka 
kematian di bawah lima atau pendaftaran primer bersih, untuk menunjukkan bahwa 
orang miskin bukan kelompok yang homogen. Dengan menggunakan klasifikasi 
ekonomi, mereka membedakan berdasarkan data konsumsi dan pendapatan antara 
"baru " yang miskin, yang menjadi korban iklan langsung , yang "batas" yang miskin, di 
ambang kemiskinan, yang "didorong melewati batas" dengan langkah-langkah 
penghematan. , dan “kronis” atau “struktural” miskin, sangat miskin bahkan sebelum 
justment ad- dimulai. ( 16) 
Dalam pengukuran kemiskinannya, kebijakan sosial berbeda dari kebijakan 
ekonomi dalam dua cara mendasar. Pertama, ia mengakui bahwa struktur sosial dan 
politik di mana orang hidup, serta lingkungan fisik dan ekonomi, menentukan ing baik-
be-. Ini mengakui pentingnya konteks organisasi dan kelembagaan di mana individu 
ada, daripada melihat mereka hanya sebagai "mengambang bebas" di pasar. ( 17) Kedua, 
ia mengakui pentingnya persepsi miskin masyarakat sendiri tentang kemiskinan dan 
kondisi mereka. identifikasi prioritas prioritas konteks. Bers Cham- telah berkomentar 
bahwa konsep kemiskinan yang pembuat kebijakan influ-ence adalah mereka orang kaya 
yang menganggap mereka tahu apa yang orang miskin inginkan dan butuhkan. Dengan 
menekankan pendapatan dan konsumsi, aspek-aspek lain diabaikan. Sementara orang 
miskin memiliki banyak kriteria kesejahteraan dan kekurangan, orang luarlah yang 
menyederhanakannya menjadi satu atau dua atau beberapa. Keinginan dan kebutuhan 
itu kompleks tetapi pada dasarnya berkaitan dengan kelangsungan hidup, keamanan, 
dan harga diri .  
Kemiskinan dapat berarti hilangnya rasa hormat yang bisa lebih buruk daripada 
kelaparan, karena "tanpa rasa hormat makanan tidak akan masuk ke perut". 
Berkonsentrasi pada prioritas orang miskin menantang pandangan dominan tentang 
orang miskin sebagai pasif, tidak bertanggung jawab atau konservatif, dan akibat 
politiknya yang harus direncanakan oleh orang miskin . ( 19) Hal ini membuat penting 
untuk membedakan antara kemiskinan, kerentanan dan kesejahteraan. -makhluk. 
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Meskipun kerentanan sering digunakan sebagai sinonim untuk kemiskinan, itu bukan 
sekadar kata lain untuk kemiskinan. Karena, sementara kemiskinan itu statis, kerentanan 
adalah konsep yang dinamis. 
“Kerentanan tidak sama dengan kemiskinan. Ini berarti tidak kekurangan atau 
inginkan, tetapi defenselessness, rasa tidak aman dan eksposur risiko, guncangan dan 
stres ... kerentanan tetap curi-menerus diabaikan dalam analisis dan kebijakan, mungkin 
karena kebingungan dengan kemiskinan. Namun kerentanan dan yang oposisi -situs, 
keamanan, menonjol karena kekhawatiran berulang miskin PEO-ple yang definisi 
profesional mengabaikan kemiskinan.” 
Konsep lokal tentang kemiskinan dan kerentanan terkait dengan nilai-nilai 
mendasar tentang hak dasar dan “kebutuhan”. Ini bervariasi secara substansial antara 
dan di dalam kelompok sosial yang berbeda, serta antara area spasial yang berbeda . 
Kebijakan sosial, oleh karena itu, memberikan kerangka kerja konseptual yang berbeda 
untuk analisis apa yang menyebabkan, dan melanggengkan kemiskinan. Ini 
mengidentifikasi pentingnya memahami kemiskinan dalam hal proses sosial, daripada 
indikator statis. Ia mengakui bahwa kemiskinan kontekstual berbasis dan konsekuensi 
dari ter in -terkait faktor di individu, rumah tangga dan tingkat masyarakat. Selain itu, ia 
mengakui bahwa orang miskin mengakses kebutuhan sosial dan ekonomi mereka dalam 
hal prioritas dan kebutuhan praktis dan strategis yang berbeda pada titik yang berbeda 
dalam siklus hidup mereka. 
Misalnya rumah tangga dapat memiliki makanan di meja, lemari es baru, dan 
anak-anak di sekolah. Namun, jika tidak ada yang memadai penyediaan perawatan anak, 
rumah tangga dengan anak-anak di bawah usia sekolah sering tidak dapat melepaskan 
perempuan untuk pekerjaan yang menghasilkan pendapatan. Jika tidak ada air yang 
mengalir karena kekurangan tingkat kota, jika kondisi jalan membuat transportasi 
lambat dan memakan waktu, jika demam berdarah merajalela akibat banjir, dan jika 
keselamatan pribadi bermasalah karena skala kerusuhan sosial, seluruh masyarakat 
terkena dampak dan mengalami kerentanan. Akhirnya, jika hak asasi manusia atau 
kebebasan politik dibatasi, ini umumnya berdampak pada masyarakat sipil. Kapasitas 
untuk mengatasi dalam konteks seperti itu tidak hanya bergantung pada kemampuan 
individu tetapi juga, dan yang lebih penting, pada komposisi rumah tangga dan struktur 
organisasi di tingkat masyarakat. 
Pengukuran kemiskinan, oleh karena itu, perlu mengakui bahwa indikator 
kerentanan dan kesejahteraan fokus pada individu, rumah tangga dan masyarakat 
tingkat - untuk penerima manfaat dapat tar- geted dengan cara yang berbeda dalam 
kaitannya dengan berbagai peran, hubungan-kapal dan fungsi sosial . Sementara analisis 
ekonomi cenderung berfokus pada indikator rumah tangga individu atau fungsi tunggal, 
analisis sosial mengakui bahwa fokus pada satu set indikator melewatkan fakta bahwa 
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itu adalah hubungan antar ketiga yang menentukan apa arti kemiskinan bagi laki-laki 
berpenghasilan rendah. , wanita dan anak-anak. 
Seperti yang ditunjukkan Tabel 1, penentu tingkat individu dan indikator 
terkaitnya cocok untuk pengukuran ekonomi dan umumnya digunakan. Penghasilan per 
kapita dan jenis rumah tangga adalah contoh nyata dari keterkaitan antara indikator 
tingkat individu dan rumah tangga - dengan perbedaan antara rumah tangga yang 
dikepalai oleh wanita dan pria yang sekarang dikenal sebagai berpotensi penting dalam 
menentukan kesejahteraan.  
 
Tabel 1: Faktor Penentu dan Indikator Terkait Kerentanan dan Kesejahteraan Kota  
di Berbagai Tingkat 
 
LEVEL Determinants and associated indicators of urban vulnerability 
INDIVIDUAL and well-being 
 – access to adequate nutrition and health care (infant mortality) 
– access to adequate education (drop-out rates) 
– access to adequate income (per capita income) 
– personal safety from domestic violence 
– access to credit 
HOUSEHOLD  – household type 
– household structure in terms of members in p 
roductive reproductive and community work 
– stage in the lifecycle 
– access to housing 
 
COMMUNITY  – access to, reliability and quality of basic needs of 
water, electricity, sanitation, roads,  
education and health care 
– personal safety from robbery and violence 
– capability and capacity of community based organizations 
 
 
Hubungan antara pendapatan per kapita dan struktur rumah tangga. Misalnya, 
bukti menunjukkan bahwa di mana rumah tangga memiliki lebih dari satu orang dewasa 
atau remaja perempuan shar-ing pekerjaan reproduktif, kontribusi ke pendapatan rumah 
tangga lebih besar dari di mana hanya ada satu wanita yang bertanggung jawab untuk 
semua pekerjaan reproduksi. Pada tingkat masyarakat, kurangnya akses ke sanitasi dan 
-Mampu reli, air yang aman memiliki konsekuensi penting bagi indikator kesehatan 
individu. Yang sama pentingnya dengan pendapatan per kapita adalah kurangnya 
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pasokan listrik yang dapat diandalkan di rumah tangga dengan perusahaan sektor 
informal.  
Kurangnya transportasi yang aman dalam beberapa konteks mempengaruhi 
akses seorang gadis remaja ke fasilitas pendidikan, dan akibatnya indikator putus 
sekolah. Dalam banyak konteks perkotaan, di mana mekanisme pengiriman untuk 
layanan lokal semakin bergantung pada partisipasi masyarakat, kemampuan dan 
kapasitas organisasi berbasis masyarakat merupakan penentu penting dari pemberian 
layanan, dan akibatnya dari kesehatan dan indikator tingkat kesejahteraan individu 
lainnya. Tabel 1, oleh karena itu, memberikan contoh determinan dan indikator terkait 
di berbagai tingkat. 
Ke tiga tingkat ini dapat ditambahkan tingkat keempat, yang lebih abstrak, yaitu 
masyarakat sipil. Indikator di sini termasuk tingkat kebebasan politik dan hak asasi 
manusia, faktor penentu penting adalah struktur dan proses negosiasi di antara para 
pelaku yang berbeda dalam proses perencanaan - dan sejauh mana mereka 
berpartisipasi. 
Akhirnya, perlu disadari bahwa seringkali ada perbedaan penting antara 
indikator kesejahteraan dan kemiskinan perkotaan dan pedesaan. Umumnya, indikator 
dilakukan di tingkat nasional dan kemudian dipilah ke populasi perkotaan dan 
pedesaan. Namun, indikator keselamatan pribadi di tingkat masyarakat, misalnya, jauh 
lebih penting dalam konteks perkotaan di mana kurangnya kohesi sosial umumnya jauh 
lebih besar. Serupa dengan, akses ke pendidikan mungkin jauh lebih penting untuk 
populasi perkotaan daripada bagi mereka di daerah pedesaan. Kurangnya produksi 
pertanian subsisten berarti bahwa satu-satunya aset yang dimiliki oleh banyak 
penduduk miskin perkotaan adalah tenaga kerja mereka . Di mana ada pengangguran 
yang tinggi , keterampilan dan tingkat pendidikan seringkali penting untuk akses ke 
pekerjaan yang paling sederhana sekalipun. Sekali lagi, dalam beberapa konteks 
populasi pedesaan memiliki akses ke obat-obatan tradisional yang tidak tersedia untuk 
populasi perkotaan. Pekerjaan yang cukup masih diperlukan jika perbedaan antara 
konteks pedesaan dan perkotaan, serta antara populasi perkotaan yang berbeda, harus 
dipahami dan diukur dengan benar. Pengukuran kemiskinan di individu, rumah tangga 
dan tingkat com-munity yang berfokus pada indikator kerentanan dan kesejahteraan 
juga memerlukan metodologi penelitian yang melampaui survei rumah tangga sta-
tistical dan termasuk pendekatan yang incor-porate baik teknik antropologis dan 
sosiologis kuantitatif dan kualitatif. 
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Kebijakan Sosial dan Praktek Perencanaan Perkotaan 
Seperti kebijakan ekonomi, kebijakan sosial bersifat preskriptif. Ini berusaha 
untuk menentukan dan mengukur melalui analisis sosial, penilaian sosial dan penilaian 
sosial dampak perubahan pada kondisi sosial atau konsekuensi sosial dari investasi 
tertentu. Ini dapat mencakup identifikasi kelompok yang terkena dampak, serta 
penentuan permintaan. Selain itu, melalui kebijakan, gram pro dan proyek tujuannya 
adalah untuk meresepkan sarana untuk lebih tepat, adil dan sosial yang berkelanjutan 
velopment de- perkotaan. Perhatian di sini adalah untuk menerjemahkan beberapa 
kebijakan ob-jectives ke kriteria operasional untuk praktek perencanaan. Ini termasuk 
desain mekanisme pengiriman yang efektif yang menggabungkan strategi untuk 
partisipasi dan mengembangkan sistem manajemen responsif . Adalah penting untuk 
menyadari, sejak awal, bahwa kebijakan ekonomi dan sosial memiliki implikasi 
operasional dan kelembagaan yang berbeda. 
 
1. Struktur Kelembagaan untuk Kebijakan Sosial Perkotaan 
Kebijakan sosial siapa ini? Siapa yang akan meresepkannya? Secara historis, ketika 
agenda perencanaan baru muncul, kecenderungan adalah untuk menciptakan sebuah 
struktur kelembagaan baru dan, dengan itu, perencanaan terkait agenda. ( 24) Namun, 
kebijakan sosial, seperti kebijakan ekonomi, bukan merupakan sektor dan akibatnya 
tidak dapat " sektoral ". Dalam mengenali bahwa masalah-masalah pengurangan 
kemiskinan bersifat lintas sektoral dan bahwa rumah tangga tidak merencanakan secara 
sektoral tetapi antar- sektoral , struktur kelembagaan untuk mengoperasionalkan 
kebijakan sosial tidak dapat ditempatkan di satu institusi “kebijakan sosial” tetapi harus 
“ diarusutamakan ”dalam struktur kelembagaan yang ada. 
Kebijakan sosial perkotaan berfokus pada lembaga perencanaan sektoral yang 
memprioritaskan pengentasan kemiskinan dan paling efektif dalam menjangkau 
kelompok sasaran dan memasukkannya dalam proses perencanaan. Untuk 
mengembangkan lintas sektoral kebijakan sosial membutuhkan identi-fikasi dari 
keunggulan komparatif, dalam hal kapasitas berkelanjutan kelembagaan, struktur 
organisasi yang berbeda di pemerintah, sektor swasta, LSM dan berbasis masyarakat 
organi-lisasi tingkat untuk memastikan milik lokal dan masyarakat tertentu solu- tions 
untuk pengurangan kemiskinan. 
Tujuan dari intervensi tersebut adalah untuk menyediakan kerangka kerja 
integratif komprehensif untuk kolaborasi di dan dalam struktur kelembagaan yang 
berbeda secara sektoral . Ini tidak hanya memberikan analisis sosial dan penilaian tetapi 
juga mengidentifikasi kebijakan antar-sektor dan prioritas investasi. Ini dimaksudkan 
untuk memastikan intervensi yang lebih tepat di dalam institusi lini sektoral . Karenanya, 
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kerangka kerja ini menyediakan kerangka kerja untuk mengidentifikasi titik-titik masuk 
utama untuk pengurangan kemiskinan untuk intervensi khusus sektor dan sektor , di 
mana terdapat efisiensi lintas-sektoral dalam perencanaan - seperti di perumahan dan 
kesehatan, pendidikan pupuk dan perempuan, dan transportasi dan sektor informal pr 
Senang menyebutkan hanya beberapa. Salah satu masalah institusional yang paling sulit 
di antar institusi atau intra-lembaga co llaboration adalah kenyataan bahwa dalam 
identifikasi penerima manfaat, unit penargetan bervariasi. Lembaga yang berbeda 
menargetkan unit yang berbeda. Lembaga yang peduli dengan pendidikan, kesehatan, 
pelatihan ketenagakerjaan dan kredit cenderung menargetkan pada tingkat individu 
sementara lembaga untuk layanan dasar dan rumah tangga sasaran perumahan; mereka 
yang menyediakan layanan komunitas yang berkaitan dengan komunitas sasaran sosial, 
rekreasi atau keselamatan (kepolisian). Ada juga perbedaan antara sistem pengiriman 
"top-down" dan "bottom-up". Air dikirim ke rumah tangga top-down tetapi di tingkat 
masyarakat melalui pendekatan bot-tom-up. Salah satu tugas kerangka kerja kebijakan 
sosial adalah membuat kelompok sasaran yang berbeda sesuai untuk intervensi antar-
sektoral. 
2. Prosedur Operasional untuk Kebijakan Sosial Perkotaan 
Kebijakan sosial mengakui keterbatasan “top-down” techno cratic solusi. Ini 
memberikan kerangka kerja operasional di mana berbagai pelaku dapat berpartisipasi 
dalam proses perumusan kebijakan dan praktik perencanaan. Untuk bergerak 
melampaui rheto-ric prosedur perencanaan partisipatif membutuhkan acknowledge- 
ment dari beberapa kendala yang mempengaruhi praktek intervensi yang direncanakan. 
Ini bersifat teknis, organisasional, politis , sosial dan ekonomi. 
Apa artinya pada tingkat perencanaan pembangunan perkotaan dapat 
berkelanjutan di individu, rumah tangga dan masyarakat lev- els ? Proyek, program , dan 
lembaga mana yang terkait dengan pembangunan perkotaan yang memiliki potensi 
terbesar untuk keberlanjutan? Ini membutuhkan klarifikasi konsep pembangunan kota 
yang berkelanjutan secara sosial . Perbedaan antara berbagai tingkatan memberikan cara 
yang berguna untuk menilai dan mempromosikan intervensi konkret. Sumber daya yang 
dimobilisasi di tingkat masyarakat yang membuat proyek berkelanjutan dalam jangka 
panjang (sosial dan finansial) tergantung pada sejauh mana partisipasi telah 
diintegrasikan ke dalam proses perencanaan - tidak hanya sebagai cara untuk berbagi 
biaya, efisiensi atau keefektifan proyek tetapi sebagai tujuan untuk membangun 
kapasitas penerima dan pemberdayaan . (25) Semakin banyak kaum miskin perkotaan 
diakui sebagai sub-aspek pemberdayaan, dan bukan hanya sebagai tenaga kerja untuk 
menurunkan biaya, semakin besar peluang untuk mencapai proyek yang berkelanjutan 
dalam jangka panjang. Keberlanjutan suatu program , di sisi lain, tergantung pada faktor-
faktor lain yang memiliki elemen spasial, ekonomi dan sosial yang lebih luas. Hal yang 
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sama dapat dikatakan tentang keberlanjutan suatu institusi. Apa yang terjadi dalam 
proyek pembangunan kota yang sukses secara konkret adalah bahwa sumber daya terus 
dimobilisasi oleh masyarakat setelah proyek selesai. 
Input berubah selama implementasi melalui proses negosiasi, sehingga output 
mungkin sangat berbeda. Ini kembali quires identifikasi dan pelaksanaan di- operasional 
terventions yang didasarkan pada rencana-terus menerus dan siklus ning proses. Rincian 
proses semacam itu rumit, dan di luar cakupan makalah ini. Cukuplah untuk 
mengatakan, mereka perlu en tindakan fleksibel dan incremental -Tentu dalam 
menanggapi kebutuhan yang dirasakan. Sementara identifikasi titik masuk oportunistik 
didasarkan pada negosiasi dan kompromi, ini harus didasarkan pada arahan strategis 
jangka panjang. Ini akan membutuhkan perubahan dalam prosedur operasional yang 
mungkin membuatnya lebih mahal pada tahap perencanaan, serta membutuhkan 
campuran keterampilan sosial dan ekonomi baru dan berbeda dalam prosedur 
kepegawaian banyak lembaga. 
 
D. KESIMPULAN 
Tulisan ini menyajikan diskusi awal tentang hubungan antara kebijakan sosial 
perkotaan dan pengurangan kemiskinan. Ini menunjukkan bahwa kebijakan sosial 
bersifat normatif dan preskriptif, memperhatikan tidak hanya untuk menentukan 
dampak perubahan pada kondisi sosial (melalui analisis sosial atau penilaian) tetapi juga 
dengan resep kebijakan yang lebih tepat, adil dan berkelanjutan secara ekonomi. 
Melembagakan dan mengoperasionalkan kebijakan sosial perkotaan jelas 
merupakan agenda kompleks yang membutuhkan tingkat keterlibatan dan alokasi 
sumber daya yang lebih intensif daripada saat ini. Banyak elemen sudah ada, 
terfragmentasi dalam pengalaman operasional yang berbeda. Ini termasuk karya terbaru 
pada penilaian sosial, masyarakat dan perencanaan partisipatif proc-esses , perencanaan 
jenis kelamin, dan pentingnya alternatif insti-tutional struktur seperti LSM dan atau- 
berbasis masyarakat ganizations . Namun, legitimasi dan predominan yang memerintah 
posisi model pembangunan ekonomi tidak terjadi dalam semalam. Ini dihasilkan dari 
komitmen jangka panjang untuk membangun model, menghasilkan prosedur 
pengumpulan data, dan mengembangkan bahasa yang sama. Kebijakan sosial sekarang 
memerlukan prioritas yang sama sehingga aspek prosedural dapat dikembangkan, 
penilaian dan kinerja indikator diidentifikasi dan, di atas semua itu, sehingga staf di 
lembaga, sudah sadar dengan analisis biaya-manfaat dan tingkat pengembalian, dapat 
menjadi percaya diri dengan bahasa kebijakan sosial. 
Pada akhirnya, seperti yang ditunjukkan oleh banyak komentator, konflik antara 
kebijakan ekonomi dan kebijakan sosial dapat dilihat sebagai dikotomi yang salah. Hal 
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ini tentu saja terjadi pada tingkat wacana abstraksi tentang tujuan luas pembangunan 
yang jelas-jelas bersifat sosial ekonomi. Namun, pada tingkat praktik perencanaan yang 
lebih konkret, gambarannya tidak begitu haram dan tidak sesederhana itu. Ini adalah 
dominasi kuat “keras” determinisme ekonomi selama dekade terakhir utang, 
menyesuaikan nilai ment dan reformasi ekonomi serta marjinalisasi kebijakan sosial 
"lunak" yang menyertainya yang sangat penting untuk menunjukkan bahwa kebijakan 
sosial membuat transfer sumber daya (baik tunai maupun bantuan teknis) lebih efisien, 
efektif dan berkelanjutan. Tantangan untuk tahun 1990-an adalah menyatukan berbagai 
komponen ke dalam kerangka kerja komprehensif untuk kebijakan sosial perkotaan yang 
sesuai untuk praktik operasional. 
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